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— Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP3 se-
perti mengadakan rapat pengurus, rapat tahunan, meng-
adakan perbaikan-perbaikan serta pemeliharaan terhadap
gedung SDN adalah suatu pertanda terjalinnya komunikasi

yang lancar antara sekolah keluarga, masyarakat dan pe-
merintah.

— Dengan adanya anjuran dan dorongan yang baik dari pe-
mimpin-pemimpin Badan Pembantu Penyelenggaraan Pen-
didikan (BP3) kepada seluruh warga masyarakat desa Kota-
rindau mengenai pentingnya pendidikan, maka berdasar-
kan informasi yang diperoleh dari Kepala — SDN No. 1.
Dolo bahwa hampir tidak ada anak-anak yang umur se-
kolah, yang belum memasuki sekolah Dasar Negeri.

Selanjutnya mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan yang di-
terapkan oleh pemimpin Badan Pembantu Penyelenggaraan
Pendidikan (BP3) Desa Kotarindau dapat dijelaskan sebagai
berikut :

Apa yang disebut fungsi-fungsi kepemimpinan secara teori-
tas sebenarnya para pemimpin organisasi dalam masyarakat
pedesaan belum tahu hal itu.
Mereka belum mengerti berapa fungsi-fungsi pemimpin
(managemen) yang perlu dilaksanakan seorang pemimpin
organisasi dan mereka belum mengerti fungsi managemen
menurut Sarjana mana yang cocoh diterapkan dalam masya-
rakatnya.
Namun demikian didalam kenyataannya para pemimpin orga-
nisasi didalam masyarakat pedesaan itu sadar atau tidak,
mengerti atau tidak telah melaksanakan fungsi-fungsi kepe-
mimpinan itu menurut cara serta penghayatan mereka se-
bagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Suatu hal
yang sangat membantu para pemimpin organisasi didaerah
pedesaan adalah apabila organisasi yang dipimpinnya itu
mempunyai anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Disana-
lah mereka belajar tentang fungsi-fungsi kepemimpinan yang
perlu mereka terapkan dalam mengendalikan organisasi yang
dipimpinnya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas maka sebagai
hasil wawancara dengan Pimpinan BP3 SDN No. I Dolo Ba-
pak Aidit P. dibawah ini akan dikemukakan beberapa fungsi



kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi tersebut
antara lain :

— Merencanakan berapa dana dan darimana sumbernya un-
tuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan BP3 selama
tahun ajaran yang berjalan dan apa yang menjadi sasaran
kegiatan itu.

— Bagaimana organisasi BP3 di desa Kotarindau itu dapat
membantu terpeliharanya kebersihan, ketertiban dan ke-
amanan sekolah sehingga Pendidikan berjalan lancar.

— Mendorong kepada seluruh orang tua/wali murid bahkan
seluruh warga desa Kotarindau agar sclalu bekerjasama
dalam membantu usaha-usaha Pendidikan didesa ini demi
tercapainya kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Disamping hal yang dikemukakan tersebut maka pimpinan
BP3 selalu mengadakan pengamatan terhadap murid-murid
sekolah yang tidak aktif masuk sekolah. Atas dasar itu ia
mengadakan pendekatan dengan orang tua murid atau biasa
juga dibicarakan dalam pertemuan atau diumumkan dimes-
jid sesudah shalat Jumat.

Selanjutnya mengenai pengaruh dan fungsi kepemimpinan
bidang pendidikan di desa Bangga dapat digambarkan bahwa
pada prinsipnya sama. Akan tetapi organisasi BP3 yang ada
di desa Bangga sebagaimana dikatakan terdahulu hanya
namanya saja yang ada tetapi keaktifan dari pemimpinnya
kurang sekali. Hal tersebut disebabkan oleh karena Kepala
Desa Bangga merupakan yang menentukan segala kegiatan
yang harus dilaksanakan. Memperhatikan gejala-gejala ter-
sebut maka setelah kami mengadakan wawancara sambil
lalu dengan Kepala Desa Bangga, kami memperoleh kete-
rangan sebagai berikut : Bahwa kebijaksanaannya dalam
melakukan tindakan-tindakan yang demikian adalah di-
sebabkan teman-temannya yang diangkat menjadi pemim-
pin dalam berbagai organisasi di desa ini masih kurang
sekali pengetahuannya tentang berorganisasi

Jadi dengan data tersebut diatas sudah dapat diperjelas
bahwa untuk mengungkapkan pengaruh dan fungsi apa
yang telah diperankan oleh pemimpin dibidang pendidikan
(BP3) desa Bangga mereka dapat dikatakan bahwa sistim
kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan

117



118

kepala desa Bangga dan juga situasi dan kondisi dari masya-
rakat desa itu sendiri.

Mengenai pengaruh dan fungsi kepemimpinan dalam Peng-
urus Madrasah Alchaerat di desa Kotarindau adalah sebagai
berikut :

4. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh ma-
syarakat bahwa pengaruh perkumpulan tersebut dapat
digambarkan antara lain :

a. Sejak berdirinya perkumpulan Madrasah Alchaerat
sampai sekarang ini telah memiliki kurang lebih 1000
pohon kelapa yang diwakafkan oleh warga desa Kota-
rindau.

b. Dengan Eksistensi Madrasah Alhairaat didesa Kota-
rindau kehidupan beragama didesa itu nampaknya
sangat menggembirakan oleh karena berdasarkan
pengamatan langsung dari kami, bahwa didesa itu
ada 3 Mesjid. Setiap kali Shalat selalu ramai dikun-
jungi oleh warga desanya baik Orang tua maupun
generasi mudanya. Bahkan pada Setiap mesjid mem-
punyai perkumpulan/Organisasi yang disebut: “Re-
maja Mesjid.”.

c. Pengaruh lain yang tidak kurang pentingnya yang
nampak dalam Masyarakat desa Kotarindau adalah
jarang sekali terjadi kasus-kasus yang bertentangan
dengan ajaran-ajaran agama terutama yang berhu-
bungan dengan pendidikan agama Islam.

Selanjutnya mengenai fungsi kepemimpinan yang

diterapkan oleh para pemimpin dibidang pendidikan
agama didesa Kotarindau dalah terutama sekali dalam
mengelola wakaf.
Hasil dari Wakaf tersebut adalah merupakan dasar dalam
merencanakan dan mengatur segala sesuatu yang erat
kaitannya dengan usaha-usaha memajukan Bidang Pendi-
dikan Agama didesa itu. Namun suatu hal yang perlu
diketahui bahwa Wakaf bukan merupakan satu-satu Sum-
ber Keuangan dari Madrasah Alhaireat, tetapi masih ada
lagi sumber-sumber keuangan dari Masyarakat yang kese-
muanya itu merupakan fungsi kepemimpinan Madrasah
tersebut untuk mengelolanya.



Sedangkan pengaruh dan fungsi organisasi bidang pen-
didikan Agama di desa Bangga dapat digambarkan antara
lain :

Di desa Bangga pengaruh dari perkumpulan Madrasah juga
dapat dirasakan seperti dewasa ini perkumpulan tersebut
telah memperoleh wakaf sejumlah kurang lebih 300 pohon
kelapa. Akan tetapi pengaruhnya terhadap warga masya-
rakat desa terutama dalam melakukan jemaah bersama di
mesjid masih kurang. Dari pengamatan selama kurang
lebih 10 hari berada didesa itu kami menemukan dan ikut
sholat bersama di mesjid hanya anak-anak yang berumur
10 tahun kebawah. Berbeda sekali dengan keadaan di desa
Kotarindau.

Selanjutnya fungsi kepemimpinan yang diterapkan oleh
pemimpin Madrasah Alchaerat di desa Bangga terutama
adalah pengelolaan wakaf sedangkan mengenai kegiatan
yang bersangkutan dengan bidang pendidikan agama untuk
waktu-waktu yang akan datang banyak dikonsultasikan
ditentukan kepala Desa Bangga dalam suatu musyawarah
desa yang diikuti selain Pengurus Madrasah Alchaerat juga
diikuti oleh tokoh/pemuka-pemuka masyarakat lainnya
yang ada di desa itu.

Setelah membahas organisasi BP3 dan organisasi pengurus
Madrasah Alhairat cabang di desa kotarindau dan desa
Bangga, maka selanjutnya dalam laporan ini akan dibahas
pula organisasi pendidikan yang antara lain

1. Organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK)
untuk desa Kotarindau dan desa Bangga.

2. Organisasi  informal yang juga bergerak dalam bidang
pendidikan seperti : pendidikan dalam rumah tangga
oleh orang tua/sanak saudara.

Pendidikan ini adalah: mengajar anak-anak membaca
Al-Qur’an bertingkah laku yang baik.

Disamping itu ada juga diadakan di Mesjid dan tempat-
tempat tertentu.

Organisasi pendidikan informasl ini tidak dibahas dalam
laporan ini, karena tidak tersusun sebagai suatu organi-
sasi yang teratur; tidak mempunyai ketua, sekertaris
dan bendahara, dan hanya berlaku dalam lingkungan
keluarga saja.
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Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
a. Susunan kepemimpinan/keanggotaan.

Pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK) pada kedua
desa penelitian ini sama yaitu :

Unsur ketua, unsur sekertaris, unsur bendahara. Ketiga
unsur kepemimpinan tersebut adalah merupakan peng-
urus harian. Ketua PKK adalah isteri dari kepala desa.
Mengenai keanggotaan dalam pendidikan kesejahteraan
keluarga adalah semua ibu-ibu yang ada di desa itu.
Pengurus pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK)
mempunyai tingkatan pengurus yang terdiri, pengurus
PKK tingkat kecamatan, pengurus PKK tingkat kabupa-
ten, pengurus PKK tingkat Propinsi dan tingkat Nasional.

. Tempat dan kegiatan,

Dalam mengembangkan kegiatan organisasi PKK pada
kedua desa Penelitian ini adalah pada Balai Desa yang
telah ada. Tetapi kadang kala kegiatan diadakan di ru-
mah ketua yaitu dirumah ibu kepala desa. Pada kedua
tempat itu secara bergantian diadakan :

— Rapat/pertemuan dengan seluruh anggota PKK.

— Rapat/pertemuan pengurus harian PKK untuk meren-
canakan program Kerja setiap tahun anggaran. Hal
dimaksudkan oleh karena setiap tahun PKK juga telah
menerima bantuan dari Bangdes sejumlah Rp 250.000

— Mengadakan kegiatan-kegiatan seperti : menyulam,
memasak-memasak membuat kue/roti dan kegiatan-
kegiatan lainnya yang erat kaitannya dengan kesejah-
teraan keluarga.

c¢. Tujuan yang ingin dicapai.

Pendidikan kesejahteraan keluarga yang merupakan

sarana untuk pendidik para ibu-ibu rumah tangga yang

di desa. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

a. Membahas dan meningkatkan pendidikan ibu-ibu
rumah tangga di daerah pedesaan.

b. Membantu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga
dalam setiap rumah tangga di daerah pedesaan.

c. Membantu dan meningkatkan hubungan yang baik
antara sesama rukun Tetangga dan rukun Keluarga
di daerah pedesaan bahkan memelihara hubungan



yang baik antara rukun keluarga rukun Tetangga

dan pemerintah setempat.
Organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK) pada
setiap desa di seluruh Indonesia ada sehingga tujuan dan
keberadaan organisasi ini mempunyai sasaran yang sama
sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu maka or-
ganisasi pendidikan kesejahteraan keluarga baik di desa
Kotarindau maupun PKK yang ada di desa Bangga mem-
punyai tujuan yang sama. Namun perlu diingat bahwa PKK
di desa Kotarindau dari segi struktur organisasinya, sis-
tim kepemimpinannya dan tempat-tempat kegiatannya
jauh lebjh baik dari yang ada di desa Bangga.
2. Sistim kepemimpinannya.

a. Syarat-syarat dan faktor pendukung .

dalam organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga

persyaratan yang dijadikan sebagai dasar untuk me-

milih pemimpin baik untuk desa kotarindau maupun

untuk Bangga yaitu :

— Unsur ketua harus isteri Kepala desa atau yang di-
tunjuk oleh Kepala desa.

— Mempunyai pengaruh/terpandang dikalangan Ma-
syarakat desa yang bersangkutan.

— Mempunyai/memiliki ketrampilan dalam berorgani-
sasi serta mempunyai kemampuan untuk mengge-
rakkan anggota-anggota PKK di desa itu.

Antara desa Kotarindau dan desa Bangga berdasar-
kan data yang diperoleh bahwa pemilihan unsur
ketua saling berbeda yaitu kalau didesa Kotarindau
benar-benar unsur ketua adalah isteri Kepala desa
dan mempunyai/memiliki kemampuan untuk
mengembangkan organisasi.

Sedangkan pada desa Bangga unsur ketua seker-
taris dan bendahara dipilih seadanya saja tanpa
memperhatikan syarat-syarat tersebut di atas.
Sehingga dalam kegiatannya sering menimbulkan
rasa tidak puas terhadap anggota-anggota lainnya
yang mengerti tentang organisasi.

b. Hak dan kewajiban.

Pada umumnya masyarakat pedesaan khususnya
di desa Kotarindau dan desa Bangga, pengetahuan
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mereka untuk berorganisasi masih rendah, sehingga
mereka yang menjadi pemimpin dalam organisasi
tersebut menganggap organisasi tersebut adalah milik
mereka.

Hal tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban me-
reka dalam organisasi tersebut tidak dapat membeda-
kannya oleh karenanya dalam tubuh organisasi ter-
sebut sering terjadi perbedaan paham mengenai peng-
gunaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Ka-
lau perbedaan paham sudah terjadi maka yang me-
nang adalah yang menjadi pemimpin organisasi dan
mereka saja tanpa menghiraukan anggota-anggota
lainnya. Akibatnya organisasi tidak dapat berkem-
bang dengan baik.

. Atribut/simbol kepemimpinan.

Dalam organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga
nampaknya tidak ada tanda-tanda atau simbol yang
mereka pakai sebagai atribut kepemimpinan. Akan
tetapi pada organisasi PKK BAIK DIDESA Kotarin-
dau dan Bangga, maupun desa-desa lainnya dianjur-
kan oleh pemerintah desa atau pemerintah lebih
tinggi tingkatannya, agar semua pengurus dan ang-
gota-anggota dari organisasi pendidikan kesejahteraan
keluarga harus memakai pakaian seragam. Warna pa-
kaian seragam itu diserahkan kepada pengurus PKK
itu sendiri untuk memilihnya.

Jadi gelar, atau tanda-tanda kebesaran yang dipakai
oleh para pemimpin PKK di desa penelitian tidak ada.

. Cara pengangkatan.

Seseorang atau para pengurus organisasi pendidikan
kesejahteraan keluarga dipilih untuk menjadi ketua,
sekertaris, bendahara adalah berdasarkan hasil perte-
mua pemerintah desa dengan anggota-anggota masya-
rakat (kaum ibu) yang ada didalam desa itu. Biasanya
pengurus PKK di desa itu dilantik oleh Camat dalam
suatu upacara khusus yang dipimpin oleh Kepala
desa dan dihadiri oleh unsur pemerintah desa dan
kaun ibu yang ada di desa itu.



BAB VI
BEBERAPA ANALISA

1. Pengarus Kebudayaan terhadap Sistim Kepemimpinan di pede-
saan.
Perkembangan kemajuan Zaman tak dapat kita bendung atau
batasi. Demikian pula percampuran atau pembauran kebudaya-
an antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain juga tak
dapat dicegah. Bahkan dengan semakin majunya ilmu penge-
tahuan dan teknologi seperti adanya Radio, Film Televisi dan
sebagainya sangat besar pengaruhnya terhadap sistim kehi-
dupan manusia dan sekaligus mempengaruhi pula tata nilai
yang berlaku pada tempat itu. Hal-hal tersebut berlaku pula
pada desa-desa yang dekat dengan pusat-pusat perdagangan
bahkan akan mengalami perubahan yang dratis. Situasi yang
demikian itu merupakan suatu hal yang wajar dan menjadi
resiko dari pergaulan antar sesama manusia di dalam suatu
masyarakat. Namun suatu hal yang perlu diperhatikan adalah
sejauh manakah pengaruh kebudayaan itu dapat merubah suatu
sistim tata nilai kemasyarakatan pada suatu masyarakat desa
dapat digambarkan sebagai berikut :

Pengertian kebudayaan adalah suatu manifestasi berpikir dan
merasa orang-seorang atau segolongan masyarakat tertentu
dalam seluruh kehidupannya yang dapat berwujud dilapangan
sosial, Ekonomi, Agama, kesenian dan lain-lain.

Hal ini menandakan bahwa kenyataan kehidupan dalam masya-
rakat pedesaan banyak mempengaruhi segi sosial, kelembagaan
dan segi pemerintahan.

Disamping itu dengan terbukanya komunikasi yang luas antara
desa dengan kita, maka telah banyak pula membawa nilai-nilai
baru, yang pada akhirnya akan terjadi pergeseran nilai yang
di anut oleh masyarakat pedesaan.

Demikianlah nilai-nilai itu dapat mempengaruhi cara berpikir
dan berbuat seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam
sistim kepemimpinan masyarakat pedesaan pengaruh-pengaruh
kebudayaan dapat dibagi sebagai berikut

Bahwa dengan diterapkannya sistim administrasi Politik Nasio-
nal telah menimbulkan akibat sampingan yang positip dan
negatip yaitu disatu pihak penduduk masyarakat pedesaan
telah berpikir secara lebih kritis, sedangkan dilain pihak karena
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adanya perkembangan baru dalam sistim administrasi politik
pada pemerintahan desa yang masih kurang mendapatkan
bimbingan yang terarah, sehingga mengakibatkan krisis kepe-
mimpinan di daerah pedesaan. Krisis kepemimpinan itu antara
lain timbulnya sifat yang berjangkit kepada para pemimpin di
daerah pedesaan sehingga menimbulkan masalah.

Masalah krisis kepemimpinan di daerah pedesaan perlu men-
dapatkan perhatian khusus sebab kalau hal tersebut dibiarkan
berlarut-larut dapat berakibat lebih buruk lagi.

Dalam pada itu sistim kepemimpinan di pedesaan tidak lagi
menampakan sifat kolektif dan kegotong-royongan yang
utuh dan berwibawa, tetapi sudah mengarah kepada sistim
untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagai contoh.
Dalam desa penelitian ini diperoleh informasi bahwa baik di
desa Kotarindau maupun di desa Bangga terdapat proyek-pro-
yek Bangdes yang tidak selesai oleh karena dananya telah habis
entah kemana.

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpul-
an bahwa sistim kepemimpinan di daerah di pedesaan telah
banyak dipengaruhi kebudayaan terutama pengaruh dalam
memenuhi Kkebutuhan pribadi/golongan yang mengakibat-
kan pergeseran pergeseran nilai yang mau atau tidak akan me-
nimbulkan benturan sosial. diantara sesama anggota masya-
rakat.

Sistim Kepemimpinan Pedesaan sehubungan sistim Administra-
si Politik Nasional.

Dahulu dimasa jayanya Kkerajaan-kerajaan, sebelum kemerde-
kaan di tahun 1945, kehidupan di desa aman tenteram dan ter-
dapat solidaritas yang tinggi di antara penduduk, cukup makan,
dan semangat kerja tinggi dibawah seorang pemimpin formal
yaitu kepala desa. Kepala Desa pada waktu itu tidak dipilih,
tetapi langsung ditunjuk oleh orang-orang tua desa berdasar-
kan keturunan. Sistim pemerintahan desa pada waktu itu
sangat tradjsional sehingga sampai dimasa kemerdekaan dan
pembangunan dewasa ini sistim tersebut masih banyak diprak-
tekan didaerah pedesaan. Keadaan desa pada waktu itu mem-
perlihatkan suatu kehidupan sosial yang stabil akan tetapi ke-
adaan ekonominya mengalami staginasi oleh karena keadaan
tersebut diiringi dengan seringnya terjangkit penyakit menular,



pakaian atau sandang sedernana, pendidikan hampir tidak ada,
pembayaran pajak formal yang dirasakan cukup berat yang
dipungut oleh Jepang dan Belanda (B.N. Masben: 1980).

Apa yang diuraikan diatas itu adalah merupakan gambaran
umum yang dialami oleh setiap desa dalam sistim pemerintahan
pada waktu itu. Para pemimpin desa pada waktu itu tidak dapat
berbuat banyak oleh karena keterbatasan-keterbatasan fasili-
tas dan sebagainya.

Akan tetapi dizaman kemerdekaan dan dizaman pem-
bangunan sekarang khususnya pada lokasi penelitian ini telah
banyak membawa perubahan terutama dalam sistim pemerin-
tahan yang feodal desa diganti dengan sistim demokrasi. Kepala
Desa tidak lagi ditunjuk berdasar keturunan tetapi dipilih lang-
sung oleh rakyat. Tetapi keadaan yang demikian itu tidak
banyak membawa perubahan pada penduduk desa bahkan me-
reka tetap berada dalam kehidupan yang tradisional. Dengan
diterapkan sistim Administrasi Politik nasional di daerah pede-
saan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979
maka sistim pemerintahan di pedesaan mengalami perubahan
antara lain :

Diterapkannya sistim pemerintahan desa yang terdiri dari unsur
Kepala Desa, unsur Sekretaris dan unsur Staf (Unsur Umum,
Urusan Keuangan, Urusan Kesejahteraan dan urusan Adminis-
trasi).

Disamping itu dibentuk pula Lembaga Ketahanan Masyarakat
desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Dengan diterapkannya sistim Administrasi Politik Nasional
yang baru pada daerah pedesaan telah banyak membawa pe-
rubahan dalam sistim kemasyarakatan dan sistim pemerintahan
desa.

Perubahan-perubahan itu mempengaruhi pula sistim kepemim-
pinan yang tradisional/feodal menjadi sistim pemerintahan de-
mokratis.

Namun dalam kenyataan di daerah pedesaan belum dapat di-
laksanakan dengan baik oleh karena beberapa faktor :

Pertama : Bahwa dalam masyarakat pedesaan masih sangat
kekurangan tenaga-tenaga yang terdidik untuk men-
duduki jabatan-jabatan tersebut schingga dalam pelak-
sanaan tugas tugas pemerintahan banyak menimbul-
kan hambatan dan kesalahan yang pada akhirnya
menimbulkan kesalah fahaman dan terjadilah bentur-
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an-benturan sosial antara golongan-golongan yang
berkepentingan.

Kedua : Bahwa walaupun sistim Administrasi Politik nasional
telah diterapkan pada seluruh daerah pedesaan di
Indonesia umumnya dan khususnya pada desa lokasi
penelitian ini masih didominasi oleh sistim kepemim-
pinan tradisional. Namun semuanya telah menjadi
kenyataan dalam kehidupan masyarakat desa. Perge-
seran nilai-nilai itu adalah merupakan pertanda bahwa
tata kehidupan dalam masyarakat pedesaan yang baru
telah tumbuh dan berkembang serta meninggalkan
nilai-nilai lama. Fakta dan pergeseran nilai-nilai hidup
sebagai akibat dari sistim Administrasi Politik Nasio-
nal membutuhkan suatu therapi dan pembangunan
yang serius, sebab kalau tidak nanti akan merupakan
masalah dalam sistim kehidupan rakyat di pedesaan.

3. Sistim kepemimpinan Pedesaan dalam Pembangunan Nasional.

Hampir seluruh desa yang ada di Indonesia mempunyai sistim
pemerintahan. Kekuasaan yang tertinggi pemerintahan di desa
itu terletak ditangan Kepala Desa sebagai seorang pemimpin
formal. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa selalu
dikontrol oleh orang orang tua desa (motua Nungata).

Disamping pemimpin formal maka dalam desa masih ada lagi
pemimpin informasl. Pemimpin informasl terdiri dari pemimpin
agama, pemimpin/Ketua/Anggota adat, para- dukun serta kaum
cendekiawan di desa dan orang kaya di desa itu. Para pemimpin
informal ini banyak yang menjadi pemimpin organisasi/perkum-
pulan kemasyarakatan di desa, sehingga mereka itu mempunyai
pengaruh yang luas dalam tata kehidupan di desa itu.

Dalam kenyataan tata kehidupan di desa baik yang berlaku
dalam desa penelitian ini maupun desa diluarnya mulai dari
zaman kemerdekaan sampai sekarang ini tidak banyak meng-
alami perubahan. Apalagi dengan sistim administrasi Politik
Nasional masyarakat desa banyak dirapatkan dengan segala
bentuk organisasi, Birokrasi, pungutan dan sistim politik yang
pada umumnya hal-hal tersebut masyarakat desa belum menge-
tahui secara mendalam.

Banyak masyarakat yang ikut ramai atau ikut-ikutan saja mung-
kin dengan keadaan terpaksa.



Dalam keadaan yang demikian itu kepala desa yang disebut
sebagai pemimpin formal telah dianjurkan dalam memimpin
masyarakat harus berdasarkan Pancasila, demokrasi dengan
musyawarah/mufakat dalam melaksanakan pembangunan di
desa. Namun hal itu belum dapat terlaksana dan yang banyak
dipraktekan adalah sistim kepemimpinan yang feodal dan tradi-
sional.

Dalam sistim pembangunan Nasional sebesarnya pemerintah
telah menyadari pentingnya pembangunan desa oleh karena
desa adalah merupakan landasan dari pada negara dan masa
depan kehidupan bangsa. Dalam kenyataan sekarang ini hampir
semua Departemen mempunyai kepentingan untuk mengurus
dan mengembangkan desa. Akan tetapi dengan sistim yang
demikian itu menimbulkan kelemahan-kelemahan dalam pe-
nanganan pembangunan desa itu menjadi simpang sjur dan tidak
berkesinambungan, kurang Kkonsisten dan kurang bertanggung
jawab.

Apalagi program-program pembangunan desa yang direncanakan
oleh Departemen-Departemen itu tidak terkordinasi bahkan
sering terjadi dualisme yang akhirnya saling menyalahkan
diantara Departemen.

Sistim yang demikian itu walaupun sekarang ini telah disadari
namun belum dapat dipecahkan/ditemukan penyelesaiannya.
Yang jelas biaya, tenaga dan waktu banyak terbuang tanpa
hasil yang berarti. Siapa yang dituntut sebagai penanggung
jawabnya juga kurang jelas. Akhirnya desa dan masyarakat
pedesaan yang menderita sebagai akibat dari ketidak beresan,
Namun sampai sekarang ini masih banyak departemen yang ber-
lomba-lomba membangun daerah pedesaan, akan tetapi kalau
diamati secara cermat dan teliti maka belum ada satu Departe-
menpun yang konsekwen dan bertanggungjawab penuh ter-
hadap pembangunan di daerah pedesaan sesuai cita-cita bangsa
dan sistim pembangunan nasional secara menyeluruh.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa sistim kepemimpinan dalam masyarakat
pedesaan walaupun telah banyak dipengaruhi oleh sistim
Administrasi Politik Nasional, namun dalam kenyataan sehari-
harinya para pemimpin dipedesaan itu masih dipengaruhi oleh
sikap feodal dan tradisional. Hal ini ditambah pula dengan ting-
kat pendidikan mereka yang rendah, sehingga kreatifitas mereka
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terbatas dan tidak tanggap terhadap sistim pembangunan nasio-
nal yang diintrodusir oleh Departemen-departemen.

Oleh karena itu diperlukan pembinaan masyarakat pedesaan
secara kwalitas dan kwantitas untuk menangani dan ikut secara
aktif membangun daerahnya dalam usaha mencapai cita-cita
bangsa.
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LAMPIRAN 1 INFORMAN
No. Nama Umur/L.P. | Pendidikan Jabatan/Pekerjaan Agama Bahasa dikuasai Alamat
1. | Hi. DJAFAR LAPASERE 45 THN L | H.IS. TOKOH MASYARAKAT ISLAM | — KAILI PALU
PENSIUNAN — INDONESIA
— BELANDA
2. | THAMRIN DATUPALINGE | 45THN L | S.M.H. CAMAT DOLO, PEGAWAI | ISLAM | — KAILI DOLO/KOTA
— INDONESIA | RINDAU
3. | SAMAD ABD. KADIR SOTHN L | SMA DAN RAMIL KEC. DOLO ISLAM | — INDONESIA | KOTA RINDAU
ABRI
4. | AKNA H. ASNAWI SO THN L | SMP KEPALA DESA KOTA ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
RINDAU DAGANG KECIL
5. | IRWAN PODUNG 35 THN L | SPG KETUA KOPERASI ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
BATUBARA BERINGIN — INDONESIA
"GURU SDN
6. | DJ. BELLA 37 THN L | SPG KETUA LKMID ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
GURU SDN — INDONESIA
7. | HUSEN LAMALI 40 THN. L | SDN TOKOH MASYARAKAT ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
TANI — INDONESIA
8. | ARFAN LATOPADA 40 THN L | SARMUD | PENGURUS ALCHARAT ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
PEND. DOLO — INDONESIA
STAF KANTOR AGAMA
KAB. DONGGALA
9. | ROSNI YALIJAMA 33THN P | PGAN KETUA PKK ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
GURU SDN — INDONESIA
10. | DAUD LAREKE 44THN L | SGA TOKOH MASYARAKAT ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
KEPALA SDN — INDONESIA
11. | SUDIN T. 36 THN L | SMP STAF P & K KEC. DOLO ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU

— INDONESIA
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No. Nama Umur/L.P. | Pendidikan Jabatan/Pekerjaan Aga. Bahasa dikuasai Alamat
12. | ABDURAHMAN 47 THN L | ALIYAH | PIMPINAN ALCHARAT | ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
LAPOPADA CAB. DOLO — INDONESIA
TOKOH AGAMA
13. | H. LETUNGUDU 40 THN L |SGA KEPALA DUSUN GURU ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
SDN — INDONESIA
14. | AIDIT P. 35 THN L | MUALIMIN| TOKOH MASYARAKAT ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
ALGHAE- — INDONESIA
RAT
15. | YUSUP LATOPADA 33THN L |[SD A TOKOH MASYARAKAT ISLAM | — KAILI KOTA RINDAU
GURU AGAMA — INDONESIA
16. | SALINDATE R. 60 THN L |SD KlasIIl | KEPALA DESA BANGGA | ISLAM | — KAILI BANGGA
KETUA PENGURUS AL- — INDONESIA
CHAERAT CAB. BANGGA
17. | LAHUDI TANDESUSA 60 THN L |SDN TOKOH MASYARAKAT, | ISLAM | — KAILI BANGGA
TANI — INDONESIA
18. | TAHARO L 50 THN L |SDN TOKOH MASYARAKAT ISLAM | — KAILI BANGGA
TANI — INDONESIA
19. | RANTEGAU R. 45 THN L |SDN IMAM DESA BANGGA ISLAM | — KAILI BANGGA
TANI — INDONESIA
20. | MUSTAPA L. 35 THN L | MUALIMIN | KETUA REMAJA MESJID | ISLAM | — KAILI BANGGA
ALCHAE- | GURU AGAMA — INDONESIA
RAT
21.|POLA R. 37 THN L |SDN KETUA TANI SINGGANI | ISLAM | — KAILI BANGGA
TANI — INDONESIA
22. | KALI RANTELIBU 50 THN L |SDN KETUA LKMD ISLAM | — KAILI BANGGA
TANI — INDONESIA
23. | DAENG PAWIRU 47 THN L |SDN TOKOH MASYARAKAT ISLAM | — KAILI BANGGA
TANI — INDONESIA
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ol el 8 i o ol s

Ngata

Boya, Boya, ntanga
Kinta Baru
Mata Uwe/Buvu
Baruga

Bantaya

Libu

Pande

Binangga
Bobo

Ada mosibolai
Adat pitunggota
Bunggulangi
Magau
Nitapa
Tomanuru

Balia jinja

Balia Tampilangi
Balia Tomanuru
Dero

Rego
Vaino
Nokeso
Vunja
Dadendate
Maradika
Madika Malolo

 Madika Matua

Rurukan pajama
Todea
Libuntodea

Baligau

Totua kampu/ngata
Balengga

Suro

Posangu

Sintuwu

INDEKS



38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52,
33.
54.

Siga

Gama
Kaliyawo
Tadulako
Punggawa
Sintiwu

Totua adat
malunu
Kaupumurasi
Singgani
Nosimporoa
Gege
Pekasuwia

Damo naria Punggawa
Damo Lengenaria
Pabicara
Maradikantana
Buya bomba
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